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Judul : Analisis terhadap kasus perceraian akibat KDRT di
Kecamatan Lau dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama
Maros (Tahun 2009-2011)
Judul skripsi ini adalah “Analisis terhadap kasus perceraian akibat KDRT di
Kecamatan Lau dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-
2011)”.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, proses
penyelesaiannya di pengadilan Agama Maros serta bagaimana upaya yang  mesti
dilakukan agar kasus KDRT yang menyebabkan perceraian tidak terjadi dalam
masyarakat khususnya di Kecamatan Lau.
Jenis data Dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu suatu jenis data yang
yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang lebih
mendalam dan lebih bermakna. Dalam penelitian ini penulis menggunakan library
research (kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan). Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data diolah dan
dianalisis secara deskriftif kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor-faktor yang dapat memicu salah
satu pihak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi,
Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan
adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut ambil andil dalam
sebuah rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dilakukan bisa berbentuk kekerasan
fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan berbagai macam pula
dampak atau akibat yang ditimbulkan. Proses penyelesaian perkara KDRT di
Pengadilan Agama Maros sama halnya di Pengadilan Agama yang lain berdasarkan
Administrasi Peradilan. Sebagai kelanjutanya, agar tidak terjadi tindak kekerasan
dalam rumah tangga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Pengadilan
Agama Maros sebagai salah satu penagak hukum ialah kembali kepada asas
mempermudah perkawinan dan mempersulit alasan-alasan perceraian dengan
menggali penyebab-penyeban terjadinya percekcokan, sehingga diketahui bahwa
pernikahan tersebut tidak dapat diselamatkan kecuali dengan jalan perceraian. Dan
upaya yang lain dilakukan ialah mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang
bagaimana membangun keuarga yang sakinah, waddah, dan rahmah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya,
tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis
yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan,
kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala
kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam
kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan
dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara
laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang
terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat
diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan
di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai
dari kehidupan dalam masyarakat.1
Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi
lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar
keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya
1 Djamal Latif, Aneka Hukum perceraian Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.
12.
2hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi
perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.
Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang
melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga
bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin
meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan
terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin
jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu
pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing
sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti
bagi pasangan suami isteri.2
Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku
masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa
berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara
tidak langsung sudah menujukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang
memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral.
Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian.
Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga
kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahan,
2 Safiuddin, Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer (Jakarta: Intermedia,
2004), h. 10
3penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah
konflik keluarga.3 Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan
perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia
yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan
bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari. kemudian di
salurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang  menjadi korban
adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.4 Kekerasan dalam rumah tangga menurut
pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ;
“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas
dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :
1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lain.
3 Said Agil Husein Al Munawar, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta:
kencana, 2010), H. 144.
4 Noelle Nelson, Bagaimana mengenali dan merespon sejak dini gejala kekerasan dalam
rumah tangga(Jakarta:  gramedia, 2006), h. 6.
43. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar,
baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan
tertentu  dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang
mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku
bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga
dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga itu maka pihak isteri
mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali
perkawainan tersebut.
Sejak di berlakukanya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No 3
tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan
cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di
Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan
tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukanya
Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63
ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya  menyebutkan bahwa “Setiap keputusan
Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.”. Dengan diberlakukan
Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu
mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan
5pelayanan hukum dan keadilaan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan
bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian.5
Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuainya
dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih
dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat untuk terjadi
perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak
sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.
Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam
keluarga. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam
sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah
tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antar anggota keluarga tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada
suami, tetapi terjadi pula orang tua kepada anak.6
Begitu pun yang ada di kecamatan Lau, perceraian yang terjadi akibat
kekerasan dalam rumah tangga dipicuh oleh faktor ekonomi, Agama, rendahnya
pendidikan, adanya campur tangan pihak ketiga.
Ekonomi merupakan penunjang rukunnya suatu rumah tangga, Selain
kebutuhan batin kebutuhan lahir pun harus terpenuhi. Jika ekonomi lemah dan
tuntutan kebutuhan rumah tangga banyak yang harus terpenuhui maka itu dapat
5 Retnowulan Susantio, Hukum Acara Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 13.
6 Noella Nelson, op. cit., h. 12.
6memicu timbulnya percekcokan dalam rumah tangga. Sebahagian masyarakat yang di
kecamatan Lau memenuhui kebutuhanya sebagai seorang petani. Itupun tidak semua
menjadi kepemilikannya, dalam artian bahwa sawah yang ia kelolah adalah milik
orang lain.
Ekonomi rendah dengan pendidikan yang rendah saling berkaiatan.
Masyarakat yang ada di kecamatan Lau memiliki pendidikan yang rendah khususnya
bagi generasi mudah, mereka menempuh pendidikan hanya sampai sekolah
menengah bahkan ada yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi, dan memilih
mencari kerja dibanding penempuh pendidikan. Inilah gambaran atau realita yang
bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena minimnya
pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahligai rumah
tangga yang harmonis, utuh (sakinah, waddah dan rahmah).
Permasalahan dan konflik kecil dalam rumah tangga sebenarnya adalah hal
yang wajar dan hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda
adalah cara bagaimana mengatasi masalah tersebut dan dengan cara apa masalah
tersebut diselesaikan ?.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi
pokok masalah adalah “ Bagaimana Penyelesaian Pengadilan Agama Terhadap
perceraian akibat KDRT di Kecamatan Lau Kabupaten Maros”. Agar permasalahan
dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub
masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu:
71. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan
dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana cara penyelesaian Pengadilan Agama Maros terhadap kasus kekerasan
dalam rumah tangga?
3. Bagaimana  upaya Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi kekerasan dalam
rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian?
C. Defenisi Operasional
Skripsi ini berjudul “Analisis terhadap Kasus KDRT di Kecamatan Lau
dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros”. Untuk memudahkan
pemahaman mengenai judul tersebut, penulis memberikan pengertian-pengertian
sebagai berikut:
1. Kasus adalah peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh subyek hukum yang
menyimpang.
2. Perceraian adalah perpisahan; perihal bercerai (antara suami-istri); perpecahan .7
3. kekerasan adalah serangan atau invasi (assaulut) terhadap fisik maupun integritas
mental psikologis seseorang.8
4. Rumah tangga, sering juga disebut dengan keluarga yaitu mereka yang
mempunyai hubungan darah sampai sederajat tertentu  atau hubungan
7 M. Ma’ruf, hukum perkawinan dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta: rajawali
press, 1990), h. 97.
8 Fakih Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (yogyakarta: pustaka pelajar,
1996), h. 17.
8perkawinan. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini terdiri dari
ibu (istri), bapak (suami), dan anak.9
Berangkat dari hal di atas, maka secara operasional, pengertian dari judul
skripsi “ Analisis terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan
Lau dan Penyelesaianya di Pengadilan Agama Maros)” adalah kemampuan kerja atau
prestasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang berfungsi  melaksanakan
sebagian tugas kota/kabupaten di bidang agama Islam dalam menangani dan
mengatasi kasus perceraian akibat KDRT.
Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi usaha atau kemampuan kerja
yang dilakukan oleh Pengadilan dalam mengatasi dan menekan jumlah kasus
perceraian akibat KDRT yang terjadi di Kabupaten Maros.
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisa dan mengetahui faktor-faktor apa saja salah satu pihak
melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesain Pengadilan Agama Maros
tehadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.
c. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama Maros dalam
mengurangii jumlah pertumbuhan  kasus KDRT yang menyebabkan perceraian.
9 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis
Viktimologis (jakarta: sinar grafika,2010), h. 61.
92. Kegunaan
Adapun kegunaannya adalah:
a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi
pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada
khususnya, dan diharapkan bahwa dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat
dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya
masalah perceraian akibat KDRT.
b. Kegunaan praktis
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perceraian akibat KDRT
dan cara penyelesaiannya.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait
mengenai masalah perkawinan khususnya keluarga yang terkena KDRT.
3. Sebagai formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian
naskah skripsi ini , dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada jurusan Peradilan agama.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam Islam, menikah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebab
pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, melestarikan
keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan pintu berbagai jenis kebaikan.
Lebih dari itu, bila pintu kebaikan pernikahan ini dimaksimalkan, maka separuh
agama seseorang akan selamat. Untuk itu suami istri ditugaskan untuk mengaturnya.
Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat: 1









Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya
(hawa) dari (diri)nya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan
nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.10
10 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Ed. I, Cet. I;Jakarta Tmur: CV.
Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 341.
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Nikah merupakan pintu utama pembentukan keluarga muslim secara sah
menurut agama Islam. Nikah menuju proses yang Islami memerlukan perjuangan
yang panjang bagi seorang pemuda dan pemudi11. Perkawinan amat penting dalam
kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang
sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan
manusia sebagai makhluk yang mulia.
Pergaulan hidup dalam rumah tangga harus dibina dalam suasana damai,
tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil
perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan
kelangsungan hidup manusia secara bersih dan tehormat.12
Keluarga yang sakinah waddah, warahmah merupakan harapan dan impian
bagi suami maupun istri, baik itu harapan sebelum menikah lebh-lebih harapan
sesudah menikah. Semua berharap seperti itu, tetapi beberapa bulan setelah menikah
atau beberapa tahun sesudah menikah, tentu ada saja masalah yang muncul dalam
menahkodai kehidupan dalam rumah tangga. Persoalan yang muncul antara lain,
munculnya karakter asli dari masing-masing pasangan, dengan munculnya karakter
buruk dari suami atau istri dan tidak adanya saling memahami antara satu dengan
yang lain, maka yang terjadi adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Selain dari itu
11Syuri Himyun, Segi Tiga Emas Keluarga (Cet.I;Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta,
2010), h. 2.
12Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.
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muncul persoalan eksternal, antara lain; dari mertua, masalah kebetuhan ekonomi
yang kurang terpenuhi, masalah anak, masalah perselingkuhan dan lain-lain.
Setelah pasangan sudah dipilih dan sudah sah menjadi suami/istri bukan
berarti persoalan sudah selesai, tetapi banyak masalah yang dihadapi ke depannya.
Menyatukan dua orang yang berbeda dan hidup bersama dalam satu rumah dimana
masing-masing memiliki karakter dan sifat yang berbeda, tentu sangat sulit kalau
kedua pasangan suami/istri mengarapkan tidak ada sama sekali konflik. Konflik
dalam ruma tangga merupakan suatu sunatullah.
Persoalan-persoalan dalam rumah tangga tentu ada dua kemungkinan yang
terjadi, pertama; ketika problem-problem itu mampu dihadapi bersama oleh pasangan
suami istri maka semakin kuat ikatan pernikahan dan semakin saling sayang-
menyayangi. Kedua; ketika problem dalam keluarga tidak mampu kemudian
diselesaikan secara bersama  maka akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan
berujung pada perceraian.
Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya  suatu perceraian, salah
satunya ialah terjadinya percekcokan, perselisihan yang berujung pada tindak
kekerasan dengan kata lain ialah KDRT.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelentaraan rumah tangga
13
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.13
Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya
adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang
tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang
yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian
dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini.
Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan
struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal
perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman
terhadap korban serta menindak pelakunya.14
Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tejadi pada perempuan dan
merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih terus menjadi wacana
publik. Diawali dengan cerita-cerita lama mememang perempuan selalu mendapat
perlakuan diskriminatif. Dalam tradisi Yunani kuno misalnya, perempuan dianggap
sebagai makhluk lemah, tidak mempuanyai independensi dan hanya diabdikan untuk
kepentingan laki-laki. Hal ini pernah di gambarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan
13 Yoga Anggoro, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-
undang Nomor23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga cet.1 (jakarta:
Visimedia,2007), h. 46
14 Marcoes, Kekerasan terhadap Perempuan (Jakarta: Mitra, 2004) h. 39.
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laki-laki dengan perempuan bagaikan budak dengan tuannya, pantas saja perempuan
bisa diperlakukan dengan sesuka hati.15
Kekerasan terhadap perempuan merupakan potret buram yang belum juga
terhapus sampai era global seperti sekarang ini masih ada di mana-mana. Hampir
setiap hari kita temukan baik melalui media elektronik maupun cetak tentang
pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain. Menjadi bukti nyata adanya kekerasan
yang dialami perempuan. Kekerasan pada perempuan ini ada setiap aspek kehidupan
baik diruang domestik maupun publik.
Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan ke
dalam dua kategori yaitu kekerasan di ranah domestik (rumah tangga) dan kekerasan
di ranah publik (di luar rumaah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga biasa di
sebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penganiayaan
fisik (misalnya pukulan atau tamparan, tendangan dan lain-lain), penganiayaan psikis
atau emosional (misalnya penghinaan, pelecehan, cemohan, ancaman), melukai hati
dan perasaan, merendahkan harga diri, mengancam akan menceraikan dan
memisahkan dengan anak-anak. Dan kekerasan ekonomi artinya tidak memberikan
nafkah, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk suami. Juga ada
kekerasan seksual yaitu bisa berupa tidak memenuhi kebutuhan seksual istri,
15 Fatimah, setarah dihadapan Tuhan: Relasi Perempuan dengan Laki-laki dalam Tradisi
Islam Pasca Partiarkhi (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), h. 5.
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memaksa istri menggugurkan kandungannya, memaksaakan kehendak kepada istri
dan lain-lain.16
Sebagaimana halnya pula disebutkan dalam Undang-undang No 23 tahun
2004 tentang penghapusan kejerasan dalam rumah tangga pasal 5 - 9 yang berbunyi:
pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga
Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7: kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat
pada seseorang.
Pasal 8: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c
meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangga tersebut;
16 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqih Pemerdayaan Perempuan (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h.
342.
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b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Pasal 9: (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karen persetujuan
atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut. (2)  pelantaran sebagai mana yang dimaksud ayat (1) juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.17
Akibat yang ditimbulkan dari KDRT tersebut merupakan musibah besar bagi
para korban. Berikut beberapa efek atau akibat yang ditimbulkan dari tindak KDRT.18
1. Kekerasan Fisik
a. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul,
menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua
perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
17 Yoga Anggoro, op. cit., h. 49
18“ Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Wikipedia The Free Encyclopedia. http//id.
wikipedia.org/wiki/kekerasan dalam rumah tangga (29  Mei 2012).
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4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang
menimbulkan bahaya mati
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban.
b. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan
perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis
kekerasan berat.
2. Kekerasan Psikis
a. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi,
kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan,
pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau
menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan
ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat
berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
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1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi
seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa
indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti
skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri
b. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi,
kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan,
pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau
menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis;yang
masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah
satu atau beberapa hal di bawah ini:
1. Ketakutan dan perasaan terteror
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan
tanpa indikasi medis)
5. Fobia atau depresi temporer
19
3. Kekerasan Seksual
a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ
seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang
menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban
tidak menghendaki.
c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan
atau menyakitkan.
d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan
atau tujuan tertentu.
e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi
ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang
menimbulkan sakit, luka,atau cedera.
4. Kekerasan Ekonomi
1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan
atau memanipulasi harta benda korban.
Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari faktor budaya yang
memberi letigimasi atas tindak kekerasan tersebut. Budaya patriarkhi yang dominan
20
telah menimbulkan penilaian bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan
merupakan sebuah kekerasan, akan tetapi sesuatu hal yang wajar yang diterima
perempuan. Dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya, bahwa di dalam
kehidupan rumah tangga, suami adalah penguasa mutlak yang berhak mengatur
seluruh gerak langkah istri. Apabila istri tidak mematuhi perintah suami, maka suami
berhak bertindak sesukanya sekalipun dengan kekerasan.19
Sementara realita kekerasan tersebut dalam konteks Indonesia, bukan hanya
dalam ranah tradisi, adat istiadat, kesenian, ekonomi, ilmu pengetahuan, namun juga
pada atas nama agama. Hal ini bisa dilihat bahwa perempuan selalu mengalami posisi
ketidak berdayaan, ketika berhadapan tafsir keagamaan. 20
Secara konsep keberadaan Agama sesungguhnya menjadi wacana alternatif
bagi terciptanya realitas tanpa kekerasan khususnya terhadap perempuan. Akan tetapi
bukti di lapangan tidak mencitrakan demikian.
Sebagaimana yang kita pahami bahwa Islam artinya “damai” dalam
pemahaman maknanya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Agama Islam adalah
Agama yang menghendaki nilai-nilai keadilan dan kedamaian. Agama Islam anti
kekerasaan apalagi terhadap perempuan. Islam dan agama-agama yang lainya
19 Fatimah, op. cit., h. 7.
20 Ahmad suaedy, Dekonstruksi syariah (jakarta: LKIS, 1994), h. 350.
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mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak melakukan kekerasan dan senantiasa
berbuat baik.21
Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur’an yang mengajarkan kaum
laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi dan mengasihani. Sebagaimana
firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Rum: 21







Terjemahnya:
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyua ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.22
Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa
merendahkan, melecehkan, melakukan kekerasan terhadap perempuan merupakan hal
yang wajar itu merupakan salah besar. Karena sifat merendahkan , melecehkan atau
mencederai apalagi menindas manusia khususnya perempuan merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak Allah SWT.
21 Zaitunah Subhan, op.cit., h. 344.
22 Depertemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemaanya (Jakarta:  PT. Tanjung Mas Inti
semarang) h. 644.
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Agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik dalam kekerasan dan ini
telah banyak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw. Laki-laki dan
perempuan memiliki kesamaan yang penuh, dalam beramal dan beribadah serta
dalam kehidupam sosial. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 124
yang berbunyi:





Terjemahnya:
Barang siapa yang  melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan,
sedang ia beriman, mereka akan masuk surga, dan sedikitpun tidak akan
dikurangi.23
Dan firman Allah dalam QS An-Nahl: 97






Terjemahnya:
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.24
23 Ibid., h. 142.
24Ibid., h. 417.
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Negara Arab merupakan tempat munculnya Agama Islam, di mana praktik
dan budayanya adalah diskriminatif dan memarjinalkan perempuan. Kebiasaan
mereka pada saat itu bahwa perempuan dipandang sebagai manusia lemah. Karena itu
hak-hak perempuan pada saat itu sepenuhnya berada ditangan laki-laki.25
Kaum laki-laki merupakan tempat ketergantungan mereka dalam segala aspek
kehidupan. Perempuan bukan saja dihinahkan, diremehkan, tapi juga ditindas dalam
arti selalu mendapat tindakan kekerasan. Bahkan pada saat itu perempuan dianggap
pembawa sial, atau aib karena itu harus dimusnahkan.26
Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah bangsa Arab bahwa ketika
mereka dikarunia seorang anak perempuan, mereka merasa malu karena perempuan
dipandang sebagai manusia kelas dua, manusia yang bermartabat rendah dan manusia
lemah. Maka mereka tak segan membunuhnya. Berbeda dengan anak laki-laki, laki-
laki merupakan simbol penguasa, gagah berani yang siap bertempur di medang
perang. Jika mereka dikarunia seorang anak laki-laki maka mereka akan bangga akan
hal itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl : 58-59 yang berbunyi :






25 Zaitunah Subhan, Kekerasan, h. 39.
26 Ali Ashgar, Hak-hak Perempuan dalam Islam (Jakarta: LSPPA, 1994), h. 29.
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

Terjemahnya:
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak
perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia
menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung
kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?.
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.27
Akan tetapi setelah Islam muncul yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw,
ideologi atau pandangan atas praktik-praktik ketidakadilan pada perempuan
dihapuskan serta mengangkat citra dan martabat perempuan dan mensejajarkannya
dengan laki-laki baik dalam hak-haknya maupun kewajiban-kewajibannya di satu
sisi, di sisi lain mengecam keras praktik-praktik pelecehan dan tindak kekerasan
terhadap perempuan.28
Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, tradisi atau kebiasaan Arab Jahiliyah
pada saat itu masih sering kita jumpai baik melalui media elektronik, cetak bahkan
dalam  kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak sadari. Akan tetapi Hal itu tidak
menutup kemungkinan bahwa adanya bentuk kekerasa  dalam rumah tangga sering
terjadi pada perempuan (istri), bahkan  istri kepada suami, orang tua kepada anak
pun sering terjadi dan kita jumpai.
B. Tinjauan umum perceraian.
27 Departrmen Agama RI, op. cit., h. 410.
28 Ali Ashgar, Op.cit., h. 30.
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Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selama-
lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan
tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus
dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.
Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan,
manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup
diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka
atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda
dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan
"yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk
lagi, maka perceraian yang diambil. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak"
atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.29
Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya
perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh
beberapa hal seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.
Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri
tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi
perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas,
melainkan hanya menetukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya
perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.
29 Masjfuk zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Sekta Hukum Islam (Jakarta: Haji Masagung,
1994), h. 17.
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Soebakti S.H, mendefinisikan perceraian bahwa “Perceraian ialah
penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak
dalam perkawinan.”30 Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di
Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik
mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal
ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:31
1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri
tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-peraturan
sendiri.
Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :“ Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Jadi dari ketentuan di
atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat
terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan
30 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Bandung: PT Inter Massa, 1987), hal. 247.
31 Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 87
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dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk
melakukan perceraian.
Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan
perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam
perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka
yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang
khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak
yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami
sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa : “Putusnya perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan
perceraian”.32
Pengajuan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di
benarkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) yaitu:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
32 Ibid., h. 34.
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dantidak
ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan rumah
tangga.33
Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:
a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan
sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri
tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk
menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan
yang menceraikannya.
b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi
kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan
berhak menceraikannya.
c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada
dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari
33 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 176.
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ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan
merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-
masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-
undang.
d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima
keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya kepengadilan untuk
diceraikan. Jika tuntutan perceraian dari pihak istri harus lewat pengadilan, sementara
tuntutan yang sama dari pihak suami cukup ditangani sendiri karena apabila ia
menceraikan istrinya, dipikulkan beban nafkah pasca perceraian.34 Sebagaimana yang
tercantum dalam al Qur'an surat al Baqarah: 241



Terjemahnya :
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)
mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa.35
34 Kang Made, “Pengertian Perceraian”, Blog Ahmade Fendy. http://ahmadefendy. blogspot.
com/2010/03/ Pengertian-perceraian.html (7 maret).
35Departemen Agama RI, op.cit., h. 59.
30
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang
dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sedangkan
pengertian metodelogi dalam pelaksanaan suatu penelitian adalah persoalan pokok
yang cukup menentukan,metodelogi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di
dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.36 Dari pengertian tersebut
maka metodelogi penelitian diartikan sebaga cara yang teratur dan sistematik secara
runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk
mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari
suatu gejala atau hipotesa.
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data.
Keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah
36 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.
27.
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penelitian. Menurut Sugiyono “metode penelitian merupakan cara ilmiah yang
digunakan untuk mendapatkan cara dengan tujuan-tujuan tertentu”.37
Dari uraian tersebut penulis mengambil kesimpulan tentang metode
penelitian. Yaitu suatu kerja yang diliputi tindakan ilmiah dalam upaya
mengungkapkan permasalahan yang menjadi objek penelitian.
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu
jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang
dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat.
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Maros,
dimana hasil observasi penulis sebelumnya menemukan sejumlah kasus perceraian,
khususnya perceraian akibat KDRT. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat
sebuah judul skripsi mengenai perceraian akibat KDRT. Untuk mengetahui dan
menganalisah penyebab masyarakat yang ada di Kabupaten Maros melakukan KDRT
khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Lau. Dan penulis menetapkan
waktu penelitian pada tanggal 05-16 juni 2012, dengan alasan kesiapan dan
kematangan pada saat penelitian.
C. Metode pendekatan
37 Ibid., h. 32.
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Syar’i, pendekatan
yuridis dan pendekatan empiris sosiologis. Pendekatan Syar’i yaitu pengkajian
terhadap kerangka masalah melalui pendekatan syariat Islam terutama mengenai
perceraian. pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris
sosiologis yaitu  suatu metode pendekatan dengan melihat atau mengamati secara
langsung fenomena yang terjadi di masyarakat.
D. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu jenis
data yang yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang
lebih mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan library research (kepustakaan)
dan field research (penelitian lapangan).
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi.
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1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik
tertentu.38
2. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari pelbagai
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indra.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan), gambar atau foto.39
F. Pengelolaan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis
data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data
sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai
berikut:
1. Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari data
tertulis.
2. Proses data dengan cara memilah-milah data.
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang
sebelumnya telah dikatergorikan.
38 Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (jogyakarta: Bumi aksara,
2002), h. 97.
39 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (jogyakarta: Pustaka pelajar, 1986), h. 172.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Lau.
Kabupaten Maros memiliki empat belas Kecamatan diantaranya adalah
Kecamatan Lau, Kecamatan inilah penulis tertarik memilih tempat lokasi penelitian.
Kecamatan Lau adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros.
Kecamatan Lau berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 70
meter dari permukaan laut, kecamatan ini terbagi menjadi enam wilayah administratif
defenitif. Empat diantara enam wilayah tersebut telah menjadi wilayah administratif
kelurahan.
Luas Kecamatan Lau adalah 53,73 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut:
Utara : Kecamatan Maros utara.
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Timur : Kecamatan Bantimurung.
Barat : Selat Makassar.
Selatan : Kecamatan Turikale.
Hasil sementara sp 2010 jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Lau pada
tahun 2009 tercatat sebanyak 24.208 jiwa, yang terdiri atas 11.865 laki-laki dan
12.343 perempuan yang tersebar di enam desa/kelurahan. Persebaran penduduk
terbesar berada di kelurahan Allepolea, yaitu sebesar 30,52 persen dari total
penduduk Kecamatan Lau. Perbandingan penduduk menurut jenis kelamin di
Kecamatan Lau pada tahun 2009 sebesar 96, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100
orang penduduk perempuan terdapat 96 orang penduduk laki-laki. Pada tahun 2009,
kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Lau terdapat di kelurahan Allepolea
sebesar 1.424 per km2. Sedangkan yang kurang penduduknya yaitu di desa Marannu
sebesar 101 jiwa per km2, angka ini menunjukkan rata-rata pada setiap km2 di
kecamatan Lau terdapat 451 jiwa penduduk.40
Dalam hal pendidikan, sebahagian masyarakat yang ada di kecamatan Lau
telah merasakan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagaimana yang telah diketahui
bahwa sarana pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kegiatan
belajar mengajar di suatu wilayah. Jika fasilitas fisik berupa gedung telah dibangun,
maka tenaga pengajar yang berkompetens juga harus tersedia dalam jumlah yang
40 Kecamatan Lau, laporan tahunan 2010 (Kecamatan Lau, 2010) h. 2
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sesuai kebutuhan, hal ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
yaitu mencerdasarkan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan data dari kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lau, pada
tahun 2009 di kecamatan ini terdapat 15 sekolah dasar inpres, dengan tenaga pengajar
sebanyak 112 orang yang diperuntukkan bagi 3.167 orang siswa.41
Pada tahun 2009 di Kecamatan Lau terdapat empat sekolah menengah
pertama yang terdiri dari dua SMP Negeri dan satu SMP Swasta. Tenaga pengajar
yang tersedia berjumlah 106 orang dan jumlah siswa 1420.
Pada tahun 2009 di Kecamatan Lau hanya terdapat satu Sekolah menengah
umum Negeri di Kelurahan Maccini Baji dengan 55 orang tenaga pengajar bagi 731
orang siswa. Selain itu terdapat sekolah menengah kejuruan Negeri di kelurahan
Allepolea dengan siswa sebanyak 682 diajar oleh 50 orang guru. Selain itu, untuk
mendukung fasilitas yang disediakan oleh dinas pendidikan, masih ada fasilitas
pendidikan yang disediakan oleh Depertemen Agama Kabupaten Maros di
Kecamatan Lau, yaitu empat Madrasah Tsanawiyah dan empat Madrasah Aliyah.
Akan tetapi, menurut Miniarti S.sos meskipun sarana dan prasana pendidikan
sudah tersedia dan cukup memadai, namun masih ada masyarakat yang belum
merasakan yang namanya pendidikan. Mungkin dikarenakan ekonomi kurang mampu
ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan hidup semakin menggila. Jika dihitung hanya
41 Ibid., h. 3
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sekitar 55 persen dari 100 persen yang bisa menempuh pendidikan, selebihnya tidak
di karenakan kurang mampu. Mereka memilih putus sekolah dan mencari kerja demi
membantu perekonomian keluarga. Bahkan ada yang mampu tetapi orang tua mereka
tidak membiarkan anak mereka untuk menempuh pendidikan disebabkan pekerjaan
orang tua mereka banyak yang beraktivitas di sawah dan membutuhkan tenaga anak
mereka.42
Sektor pertanian khususnya padi masih menjadi mata pencaharian utama bagi
penduduk di Kecamatan Lau. Dari luas Kecamatan Lau seluas 53,73 km2 terdiri dari
lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah yang diusahakan untuk pertanian
merupakan sawah berpengairan teknis seluas 1.804 Ha, non teknis seluas 124.00 Ha
dan lahan sawah tadah hujan seluas 331 Ha. Selebihnya lahan bukan sawah yang
terdiri dari tambak/kolam 1.528 Ha, tegal/kebun 276 Ha dan lainnya 199 Ha. Selain
sektor pertanian, perdagangan pun menjadi mata pencaharian penduduk yang ada di
Kecamatan Lau.43
Kehidupan masyarakat Kecamatan Lau memiliki religius (Agama Islam) yang
tinggi. Hal ini sesuai program kerja yang telah diterapkan oleh pemerintahan
setempat yaitu menjadikan masyarakat Kabupaten Maros sebagai masyarakat yang
berperilaku syari’ah, khususnya di Kacamatan Lau sebagai lingkungan syari’ah.
42 Miniarti S.sos, Pegawai Kecamatan Lau Kab. Maros, wawancara oleh penulis di Kantor
Kecamatan, 06 Juni 2012.
43 Kecamatan Lau, op.cit., h. 4.
38
Salah satu contoh ialah diharuskan bagi setiap wanita untuk menutup aurat (memakai
jilbab) jika hendak keluar rumah. Akan tetapi semua itu tidak menjamin bahwa
masyarakat yang ada di kabupaten Maros khususnya di Kacamatan Lau tidak
melakukan KDRT.44 Berbagai macam alasan yang disebabkan terjadinya KDRT dan
berbagai macam pula dampak yang ditimbulkan dari hasil KDRT.
Menurut Jumiati, berprilaku syari’ah sebagai mana yang telah dihimbau oleh
pemerintah kabupaten Maros tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya
perhatian, bimbingan atau penyuluhan tentang perkawinan itu sendiri serta
penyuluhan bagaimana membangun keluarga sakina, mawaddah, warahmah.
Sehingga keluarga yang dibangun melaui ikatan suci dan sakral tidak mudah runtuh
akibat persoalan yang sepele apalagi perceraianya disebabkan KDRT.45
KDRT merupakan perbuatan yang ia benci Kata siri napacce yang merupakan
pepatah andalan masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Maros kini mulai
tersisihkan. Pertengkaran, perkelaihan, pemukulan dalam kehidupan rumah tangga
sudah tidak menjadi rahasia keluarga lagi. Dan masyarakat tidak malu jika problem
yang terjadi dalam rumah tangga itu diketahui oleh publik. Ini merupakan tanda
bahwa kata siri napacce tidak menjadi sesakral yang dulu. Apakah Mugkin karena
zaman sudah berubah.
44 Hadera, Pegawai Kecamatan Lau Kab. Maros, wawancara oleh penulis di Kantor
Kecamatan, 06 Juni 2012.
45 Jumiati, Anggota Masyarakat sekaligus korban KDRT, Wawancara oleh Penulis di
Kelurahan Maccinibaji Kec. Lau, 6 Juni 2012
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B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros.
Pengadilan Agama Maros adalah Pengadilan Agama yang merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten Maros, Propinsi
Sulawesi Selatan, jalan Jendral Sudirman No 9 yang daerah hukumnya meliputi
empat belas kecamatan di kabupaten Maros.
Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45
tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No. 5
tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.46
1. Perjalanan Pembentukan Pengadilan Agama Maros
a. Masa sebelum penjajahan
Peradilan agama telah dikenal bersamaan masuknya agama Islam di Indonesia
dengan menunjukkan keberadaannya sekaligus berfungsi sebagai penasehat bagi
kesultanan Islam, hal ini berlangsung sampai masa penjajahan Belanda.
Penjajahan Belanda juga mencampuri urusan pengadilan agama dengan
dikeluarkannya Stb. 1882 No. 152 tahun 1882, yang dikenal dengan “Priesterraad”
kemudian diubah dengan Stb. No. 610 tahun 1937 mengenai wewenang untuk
pengadilan agama di Jawa dan Madura.
46 Pengadilan Agama Maros, “Sejarah Pengadilan Agama Maros”, Official Website
Pengadilan Agama Maros. http//www.pa-maros.go.id/sejarah.html (23 November 2010)
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b. Masa kemerdekaan
Pada tahun 1946 Presiden RI telah menetapkan Undang-Undang No. 22 tahun
1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan
meningkatnya tugas-tugas bidang kepenghuluan dan pencatatan NTCR maka atas
resolusi konprensi jawatan agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 12 s/d 16
November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari penghulu kabupaten.
Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten sebagai kepala
pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni ketua pengadilan agama
sebagai Qadhi dan Hakim Syara’. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun
1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat serta tempat kedudukan
dan daerah hukumnya dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6
Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di
Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, termasuk Pengadilan Agama
Maros di Sulawesi Selatan.
c. Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989
Pengadilan Agama Maros adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan
negara yang dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-
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Undang No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama,
maka pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu
mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan
peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan
peradilan agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan
pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran
peradilan agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan
agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.
d. Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang
Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November
2001 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah
satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya.
Dari hal di atas, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Keberadaan undang-undang
tersebut, untuk mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI
Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke
Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa
terhitung tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari
Departemen Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan
finansial.
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Amandemen dan perubahan undang-undang tersebut di atas memaksa dan
menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya
masyarakat muslim.
Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, peradilan agama sudah
sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal di bawah
naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 49
undang-undang tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.
2. Terbentuknya Kabupaten Maros
Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi
Selatan. Dalam konteks sejarah pada abad XV, di daerah ini pernah berdiri sebuah
kerajaan yaitu Kerajaan Marusu dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ripalare.
Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Marusu telah memberi pengaruh
psikologis dan disegani, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak mudah
menaklukkannya. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi persaingan di
antara kerajaan karena masing-masing punya kepentingan politik serta menginginkan
agar nama kerajaannya ditetapkan sebagai nama ibukota Kabupaten Maros.
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Pada tanggal 1 Februari 1960, Kabupaten Maros ditetapkan sebagai daerah
otonomi (Swatantra II) yang ditandai dengan pengangkatan bupati pertama, Nurdin
Djohan, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari tahun 1960, oleh
karena itu, hari jadi Kabupaten Maros diperingati setiap tanggal 1 Februari.
3. Para Pimpinan Pengadilan Agama Maros
Berikut adalah para pimpinan Pengadilan Agama Maros dari awal
terbentuknya hingga kini.
No. Nama Gol.Terakhir Pend. Terakhir
Tahun
Menduduki
Jabatan
1. K. H. Abdul Hannan III/a S L T A 1963 – 1977
2. K. H. Abd. Hakim III/c S L T A 1977 – 1984
3. K. H. Alwi Ali III/c S L T A 1984 – 1991
4. Drs. M. Tahir Hasan IV/a Sarjana (S.1) 1991 – 1995
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S.H. III/d Sarjana (S.1) 1995 – 1997
6. Drs. H. M. Kamil, S.H. IV/a Sarjana (S.1) 1997 – 1999
7. Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. IV/a Pasca Sarjana (S.2) 1999 – 2004
8. Drs. Muh. Arief Musi, S.H. IV/a Sarjana (S.1) 2004 – 2008
9. Drs. Usman S., S.H. IV/b Sarjana (S.1) 2008 – 2010
10. Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. IV/b Pasca Sarjana (S.2) 2010 – sekarang
Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama Maros,
dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan
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pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum
dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat
sebagai berikut:
Keempat belas kecamatan yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PA
Maros adalah :
1. Kecamatan Mandai.
2. Kecamatan Moncongloe.
3. Kecamatan Maros Baru.
4. Kecamatan Marusu.
5. Kecamatan Turikale.
6. Kecamatan Lau.
7. Kecamatan Bontoa.
8. Kecamatan Bantimurung.
9. Kecamatan Simbang.
10. Kecamatan Tanralili.
11. Kecamatan Tompobulu.
12. Kecamatan Camba.
13. Kecamatan Cenrana.
14. Kecamatan Mallawa.
Berdasarkan pasal 49 Undamg-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor
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50 tahun 2009, perkara yang dapat diperiksa, diadili,dan diselesaikan oleh pengadilan
Agama meliputi perkara dalam bidang perkawinan , waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqha, dan ekonomi syari’ah.
Secara historis peradilan Agama adalah peradilan yang diperuntukkan untuk
penegakkan hukum syari’ah bagi orang-orang yang beragama islam dalam  batas-
batas yang ditentukan Undang-Undang. Namun masuknya ekonomi syari’ah sebagai
kewenangan peradilan Agama, peluang untuk mengadili orang non muslim yang
secara sukarela memilih tunduk pada hukum ekonomi syari’ah menjadi terbuka.
Sejalan dengan program pembaharuan Mahkamah Agung dan peradilan pada
umumnya, dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di
bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Agama Maros
telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pemanfaatan dan
pengembangan teknologi informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi
manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas
kinerja peradilan, juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem
peradilan itu sendiri.
Menindak lanjuti program pengembangan teknologi informasi dari Direktorat
Jenderal Badann Peradilan Agama, dalam tahun 2007 di Pengadilan Agama Maros
telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan untuk
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pengelolaan data pegawai telah mengaplikasikan sistem informasi pegawai
(SIMPEG).
Menurut Syarifuddin, upaya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi
Informasi ditindaklanjuti dengan membentuk tim pengelolaTeknologi Informasi dan
tim pengembangan Teknologi Informasi. Tim ini bertugas untuk mengelola dan
mengembangkan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Maros,
termasuk dengan meningkatkan kemanpuan operator, dengan mengadakan orientasi
teknologi informasi dan website, yang kesemuanya akan menunjang transparansi
pengadilan. Sebagai badan publik, pengadilan Agama Maros juga telah membuka
akses atas informasi publikk untuk masyarakat luas, dengan menunjuk pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan membuat sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar. Untuk memberikan pelayanan
prima  kepada masyarakat, pengadilan Agama Maros juga telah mengupayakan
penambahan ruang sidang, pengisian jabatan struktural dan fungsional, pengadaan
sarana dan prasarana gedung dan fasilitas gedung, penyusunan standar operational
prosedur setiap unit kegiatan secara tepat dan terukur, serta mendorong para pegawai
dan pejabat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2 dan S3).
Secara keseluruhanm dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja
pengadilan Agama Maros selama kurung waktu tahun 2011 telah diusahakan untuk
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memenuhi sasaran strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator,
sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target.47
Berkaitan dengan kebijakan umum di atas, pengadilan Agama Maros
memiliki visi dan misi.48
Visi pertama, “bersih” mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non
hukum baik berbentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan dari
luar dalam penegakan hukum. Besih dan bebas dari KKN merupakan topik yang
harus selalu dikedepankan  pada era reformasi. Terbangunya suatu proses
penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk
mewujudkan peradilan yang beribawa.
Visi kedua, “Beribawa” mengandung makna bahwa terpercaya sebagai
lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga
lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.
Visi ketiga, “profesionalisme” mengandung makna bahwa dalam menjalankan
tugas dituntut untuk memiliki kapabilitas, berdisiplin, dalam melaksanakan tugas,
berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas yang tinggi.
47 Syarifuddin, Panitra Pengganti  PA Maros, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama
Maros, 08 juni 2012.
48 Pengadilan Agama Maros, Laporan Tahunan 2011 (Makassar: PA Maros, 2011), h. 3.
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Visi keempat, “Terhormat dan dihormati” mengandung makna bahwa para
pejabat dan karyawan harus menghormati dan menghargai diri sendiri lebih dahulu,
percaya diri, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan berani
mengakui kesalahan.
Bertitik tolak dari visi tersebut, Pengadilan Agama Maros menetapkan misi
sebagai berikut.
Misi pertama, “Mewujudkan pelayanan cepat, sedehana, dan biaya ringan”
mengandung makna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian oerkara dilakukan secara
efisien dan efektif, dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, serta dengan biaya
perkara yang dapat tepikul oleh pencari keadilan.
Misi kedua, “Meningkatkan kinerja aparatur peradilan” mengandung makna
bahwa hasil kinerja yang harus dicapai oleh setiap karyawan sesuai dengan target
selama periode tertentu, dengan mempertimbangkan mutu yang harus dihasilkan,
jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai dan sesuai tidaknya waktu yang
direncanakan.
Misi ketiga, ”Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan” mengandung
makna bahwa efesiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik
dan buruknya pengembangan sumber daya manusia/karyawan itu sendir. Ini berarti
bahwa sumber daya manusia yang ada di pengadilan Agama Maros secara
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proposional harus diberikan pendidikan dan latihan yang sebaik-baiknya, bahkan
harus sempurna mungkin.
Misi keempat, “ meningkatkan sarana dan prasarana hukum” mengandung
makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertu, maka tidak mungkin penegak
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup
sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana
keungan yang cukup dan lain-lain.
Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahin 1989 yang
dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Maros memiliki
tugas pokok yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beraga Islam di bidang :
1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakap;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
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9. Ekonomi syariah.
Adapun fungsi dari pengadilan agama yaitu :49
1. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas tugas dan tingkah laku
hakim, panitra / sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : pasal 53 ayat (1) Udang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).  Serta
terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide :  Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman).
2. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengaruh, bimbingan dan petunjuk kepada
jajarannya, baik menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan
maupun administrasi umum.
3. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan
pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan peradilan agama
(Bidang kepegawaian, bidang keuangan, dan idang umum).
4. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang peradilan Agama.
49 Ibid., h. 13.
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5. Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan
rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan
lain-lain, pelayanan  penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi, masyarakat dalam
era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis telah menemukan keadaan perkara di
Pengadilan Agama Maros pada tahun 2009-2011, pada pokoknya perkara yang masuk
dapat diuraikan sebagai berikut:
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1. Perkara yang diterima
Table 1
Jumlah perkara yang diterima PA Maros tahun 2009-2011
NO Jenis perkara yang diterima Tahun 2009-2011
1 Izin poligami -
2 Izin kawin -
3 Dispensasi kawin 3
4 Pencegahan perkawinan -
5 Penolakan perkawinan oleh PPN -
6 Pembatalan perkawinan -
7 Kelalaian atas kewajiban suami/istri -
8 Cerai talak 261
9 Cerai gugat 724
10 Harta bersama 3
11 Penguasaan anak 3
12 Nafkah anak oleh ibi -
13 Hak-hak bekas istri -
14 Pengesahan anak/pengangkatan anak -
15 Pencabutan  kekuasan orang tua -
16 Perwalian 1
17 Pencabutan kekuasaan wali -
18 Penunjukan orang lain sebagai wali -
19 Ganti rugi terhadap wali -
20 Asal usul anak -
21 Penolakan kawin campuran -
22 Itsbat nikah/Pengesaha nikah 108
23 Wali adhol 4
24 Kewarisan 10
25 Wasiat -
26 Hibah 1
27 Wakaf -
28 Zakat -
29 Infaq -
30 Shadaqah -
31 Ekonomi syari’ah -
32 P3HP/penetapan ahli waris 19
33 Lain-lain 7
34 Jumlah 1144
Ket
Lain-lain: Gugatan nafkah
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2. Perkara yang diputus
Table 2
Jumlah perkara yang diputus PA Maros tahun 2009-2011
NO Jenis perkara yang diterima Tahun 2009-2011
1 Izin poligami -
2 Izin kawin -
3 Dispensasi kawin 3
4 Pencegahan perkawinan -
5 Penolakan perkawinan oleh PPN -
6 Pembatalan perkawinan -
7 Kelalaian atas kewajiban suami/istri -
8 Cerai talak 225
9 Cerai gugat 654
10 Harta bersama 2
11 Penguasaan anak 1
12 Nafkah anak oleh ibi -
13 Hak-hak bekas istri -
14 Pengesahan anak/pengangkatan anak -
15 Pencabutan  kekuasan orang tua -
16 Perwalian 1
17 Pencabutan kekuasaan wali -
18 Penunjukan orang lain sebagai wali -
19 Ganti rugi terhadap wali -
20 Asal usul anak -
21 Penolakan kawin campuran -
22 Itsbat nikah/Pengesaha nikah 100
23 Wali adhol 2
24 Kewarisan 2
25 Wasiat -
26 Hibah 1
27 Wakaf -
28 Zakat -
29 Infaq -
30 Shadaqah -
31 Ekonomi syari’ah -
32 P3HP/penetapan ahli waris 17
33 Lain-lain 3
34 Ditolak 7
35 Gugur 28
36 Tidak diterima 38
37 Jumlah 1084
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Dari hasil penelitian penulis menemukan kasus perceraian akibat KDRT yang
diterima oleh Pengadilan Agama Maros sebanyak 724 kasus. Kasus tersebut
merupakan cerai gugat, dimana istri menggugat suaminya dilatarbelakangi karena
istri mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bertitik tolak dari kasus
tersebut yang sesuai tempat atau lokasi penelitian dari penulis yaitu Kecamatan Lau
menemukan 86 (12 %) dari 724 kasus yang terbagi dari 14 kecamatan.
Maka dari itu penulis mengangkat contoh kasus dengan Nomor perkara
75/Pdt.G/2009/PA Maros dan 11/Pdt.G/2010/PA Maros. Peneliti akan meneliti dan
memahami lebih jauh lagi latar belakang terjadinya kekerasan dan proses
penyelesaian kasus tersebut. Perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat yang
berasal dari Kecamatan Lau.
C. Faktor-faktor penyebab pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga di
Kecamatan Lau.
Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di
kecamatan Lau disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan. Berdasarkan
hasil penelitian penulis di kecamatan Lau bahwa kekerasan dalam rumah tangga
dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, Agama,
perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya
salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah
rumah tangga.
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Kasus NM (nama samara) No perkara 75/pdt.G/2009/PA Maros. Bahwa yang
menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat pemabuk, penjudi,
egois, pemarah bahkan sering memukul penggugat. Kemudian yang lebih parahnya
lagi Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi merantau dan sampai sekarang
tidak diketahui alamat tempat kediamannya, dan selama kepergiannya Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara batin maupun lahir, semua
alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu
orang tua Penggugat dan kakak ipar Penggugat atau saudara kandung Tergugat.
Menurut Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. bahwa kebanyakan pemicu konflik
dalam rumah tangga adalah factor ekonomi, 75% penyebab konflik adalah faktor
ekonomi.50
Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa
digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan
rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya
sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial.
Kelangsungan hidup kelurga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi,
selanjutnya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.
Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap
secara mental, ekonomi dan bertanggung jawab serta berkeinginan untuk segera
menikah, maka segera menikah. Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam
50 Chaeruddin, Ketua Pengadilan Agama Maros, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan
Agama Maros, 08 Juni 2012.
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rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi
juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang
terwujudnya keluarga sakinah. Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga salah
satunya adalah factor ekonomi yang dimana seorang wanita tentu menginginkan
hidup sejah tera di tengah-tengah masyarakat, semua Istri tentu selain kebutuhan
batin terpenuhi tentu kebutuhan lahir sangat perlu. Terkadang ada seorang istri yang
terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik
dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul
pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam
rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.
Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik
turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang
dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran
yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada
dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan
yang minim. Cara itu bisa menghindari pertengkaran dan timbulnya KDRT di dalam
sebuah keluarga. Dan ada pula yang sebaliknya kemapanan ekonomi istri
dibandingka suami turut pula menjadi pemicu terjadinya KDRT.
Dari faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari
kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak
cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang
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memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya
pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang
arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya
tentulah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi KDRT,
maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang suami dan
istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi
bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah.
Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan
istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam
sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah
pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana
kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan.
Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-
masing.
Seperti halnya dalam berpacaran. Untuk mempertahankan sebuah hubungan,
butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga
halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah
ada rasa saling percaya, maka mudah baginya untuk melakukan aktivitas. Jika tidak
ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih
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dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang
sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar
rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah
begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan orang
lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang
terlalu tinggi. Banyak contoh yang kita lihat dilingkungan kita, kajadian seperti itu.
Sifat rasa cemburu bisa menimbukan kekerasan dalam rumah tangga.51
Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa disebabkan tidak adanya rasa cinta
pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi
dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih
dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau selingkuh dengan wanita
lain.Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang
seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Berusaha berbuat semanis
mungkin agar suami bisa berubah dan bersikap manis kepada istri.
Selain dari perjodohan sehingga suami melakukan perselingkuhan, ketidak
puasan seorang suami atas pelayanan istri pun bias menyebabkan suami melakukan
perselingkuhan dan di sertai kekerasan. Kasus DL (nama samara) No perkara
11/Pdt.G/2010/PA Maros adalah salah satu contohnya. Alasan DL mengajukan
gugatan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah
51 Sitriya Daud, Hakim PA Maros, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Maros, 08
Juni 2012.
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tanpa sebab bahkan Tergugat tidak segan memukul DL selaku Penggugat. Pernikahan
mereka sempat rukun 10 tahun lamanya dan dikarunia 3 orang anak, kemudian terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh, namun sempat
rukun kembali dan Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi. Akan tetapi
keharmonisan keluarga mereka tidak bertahan lama dan Tergugat mengingkari
janjinya. Alasan Tergugat selingkuh adalah karena Tergugat tidak memperoleh
kepuasan pelayanan dari Penggugat baik kepuasan lahir maupun batin.52
Maka dari itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat penting
agar tidak terjadi kesalah pahaman dan percekcokan. Dan seharusnya bagi istri harus
anggun di depan suami, genit ranjang, gesit di dapur agar suami mendapatkan
kepuasan baik lahir maupun batin
Pemahaman yang salah terhadap ajaran Agama pun merupakan faktor lain
yang menyebabkan timbulnya KDRT.53 Berikut ini adalah contoh dari ayat Al-
Qur’an yang sering dipahami secara salah oleh para suami dalam penelitian ini. QS.
Al-Baqarah: 223.


Terjemahnya:
52 Hasil penelitian dan wawancara penulis terhadap korban dengan perkara
No.11/Pdt.G/2010/PA Maros.
53 Chuzaimah Batubara, Kekerasan terhadap Istri (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2002), h. 62.
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kaum perempuan adalah ladangmu maka datangilah ladangmu sebagaimana yang
kamu kehendaki.54
Ayat di atas sering disalah pahami dan dijadikan sebagai legitimasi atau
pembenaran atas kekerasan terhadap istri. Sementara itu, dipihak lain para istri
banyak memahami ayat di atas dengan menganggap bahwa mereka diwajibkan oleh
Agama untuk mematuhi dan pasrah kepada  suaminya dalam keadaan apapun .
Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-
sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak
hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami
maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada
diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan
perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.
D. Penyelesaian kasus perceraian karena alasan KDRT pada Pengadilan Agama
Maros.
Tata cara atau proses penyelesaian kasus perceraian karena alasan KDRT
pada pengadilan Agama Maros sama halnya dengan pengadilan-pengadilan Agama
tingkat pertama yang lainya.
Menurut Drs. H. Nurdin Situju, S.H selaku wakil ketua Pengadilan Agama
Maros bahwa proses penyelesaian kasus perkara tidak berbeda dari pengadilan-
pengadilan Agama atau Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan prosedur
54 Departemen Agama RI, op.cit., h. 54.
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penyelenggaraan Administrasi perkara. Termasuk juga perkara perceraian akibat
KDRT diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.55
Adapun prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai
berikut:56
Bagi para pecari keadilan mendatangi pengadilan Agama untuk mengajukan
perkaranya agar diproses lebih lanjut. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu meja I,
meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana
teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari
penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.
1. Meja I.
Adapun tugas dari meja pertama ialah menerima gugatan atau permohonan dari para
pencari keadilan, baik secara tulisan maupun lisan dengan menyertakan
a. Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon;
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
Kemudian membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menaksir
biaya perkara kemudian diteruskan ke kas. pemegang kas merupakanbagian dari meja
55 Nurdin Situju, Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros, Hasil Wawancara oleh Penulis di
Pengadilan Agama Maros, 08 Juni 2012.
56 Abdul Manah dan Ahmad Kamil, Penerapan dan pelaksanaan po;a pembinaan dan
pengendalian Administrasi Kepanitraan (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkama
Agung RI, 2007), h. 6.
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pertama, dengan tugas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana
disebutkan dalam SKUM. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi
nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat
gugatan atau permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan
dengan perkara yang diajukan.
2. Meja II.
Adapun tugas dari meja II ialah menerima tindasan pertama SKUM dari calon
penggugat atau pemohon lalu mendaftar atau mencatat surat gugatan atau
permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada
surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian menyerahkan kembali satu
rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register yang
diambil dari pendaftaran yang diberikan oleh kasir kepada penggugat atau pemohon.
Asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus
dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan
dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada Panitra untuk selanjutnya
berkas gugatan atau permohonan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan
Agama melalui Panitra.
Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan diterima di
bagian kepanitraa, panitera harus sudah menyerahkan kepada ketua Pengadilan
Agama yang selanjutnya Ketua pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi
yang ada padanya dan mempelajarinya. Kemudian menyampaikan kembali berkas
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perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan penunjukan hakim (PMH)
yang harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) sejak
gugatan atau permohonan didaftarkan.
Setelah hakim menerima berkas perkara tersebut dari Ketua atau Wakil Ketua,
maka hakim harus membuat penetapan hari sidang (PHS).
Kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan.
Pemanggilan tersebut harus secara resmi dan patut. Resmi artinya bertemu langsung
secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu dengan para pihak maka
panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan setempat. Sedangkan patut
adalah panggilan sudah harus diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan
persidangan.
Apabiala pada pemanggilan pertama Tergugat tidak hadir maka persidang
ditunda dan dilakukan pemanggilan selanjutnya. Pada persidangan kedua Tergugat
tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali dan ketiga kalinya pemanggilan pihak
tergugat tidak menghadiri persidangan maka dijatuhkan verstek. Verstek adalah
putusan yang tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. Akan tetapi pada persidangan pihak
Penggugat yang tidak hadir maka gugatan atau permohonan tersebut dicabut.
Dan apabila pada persidangan dihadiri oleh para pihak maka pada
pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
Apabila tidak berhasil, maka hakim mewaijibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu
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menempuh mediasi (PERMA No.2 Tahun 2OO3 dan PERMA No. 1 Tahun 2008).
Apabila mediasi tidak berhasil dan betul-betul para pihak tidak dapat berdamai maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab
menjawab, (sebelum pembuktian) dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab
(sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi. Kemudian
pembuktian hingga akhirnya ditetapkan putusan.
Panitera pengganti mencatat segala peristiwa  hukum yang terjadi selama
persidangan berlangsung. kemudia Surat-surat putusan asli atau minutasi yang dibuat
oleh Hakim yang memutuskan perkara dibantuh oleh Panitera Pengganti selanjutnya
diserahkan ke meja III.
3. Meja III.
Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang
berkepentingan dan  menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas.
E. Upaya pengadilan Agama Maros dalam mengurangi KDRT yang menyebabkan
terjadinya perceraian.
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab IV mengenai tugas dan fungsi
pengadilan Agama bahwa Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahin 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok
yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dengan
ini Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab yang besar sebagai salah satu
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penegak hukum untuk melayani dan membantu para pencari keadilan ketika
dihadapkan kepadanya sebuah perkara, dan berkewajiban untuk menyelesaikan
perkara tersebut tanpa mengatakan bahwa perkara ini tidak ada dan tidak ditemukan
hukumnya, Maka dari itu ia wajib berijtihad.
Drs. H. Nurdin Situju SH, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Maros
memaparkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi KDRT yang
menyebabkan terjadinya perceraian adalah
1. kembali kepada asas peradilan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9
tahun 1975 tentang pelaksanaa UU No 1 tahun 1974. Dengan maksud
mempermudah perkawinanan dan mempersulit atau memperketat aturan-aturan
tentang alasan perceraian, bahwa sebuah rumah tangga betul-betul tidak harmonis
dan tidak dapat didamaikan lagi kecuali dengan jalan perceraian.
2. Departemen Agama semestinya mengadakan bimbingan dan Penyuluhan kepada
masyarakat tentang bagaimana membangun sebuah mahligai rumah tangga yang
sakina, waddah dan rahmah. Karena penyuluhan di Departemen Agama tidak
sejalan dengan penyuluhan Pengadilan Agama. Tugas Depertemen Agama tidak
hanya menikahkan kemudian selesai dan lepas tangan. Tetapi hendaknyalah
memberikan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat
mengerti dan memahami tujuan dari pada pernikahan itu sendiri.57
57 Nurdin situju, Ketua Pengadilan Agama Maros, Hasil Wawancara oleh Penulis di
Pengadilan Agama Maros, 8 juni 2012.
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Mengenai bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun
ataupun membantu .58 jadi Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang
baik pria maupun wanita yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang
memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya
mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihannya sendiri,
memikul beban sendiri.59 Sedangkan penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering
digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat,
baik oleh lembaga non pemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar suluh yang
searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan. Karena itu, penyuluhan dapat
berarti penerangan tentang sesuatu.60 Jadi penyuluhan dapat diartikan sebagi bantuan
yang diberikan kepada pasangan suami istri dalam memecahkan masalah
kehidupannya, serta dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan wawancara tatap
muka, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk
mencapai kesejahteraan.
Sesuai dengan pengertian diatas bahwa bimbingan dan penyuluhan bertujuan
agar suami maupun istri dapat memecahkan masalah keluargamya, mengetahui dan
menyadari hak-haknya masing-masing sehingga terwujud rumah tangga sesuai
dengan yang diharapkan. Dalam hal ini bimbingan penyuluhan berfungsi sebagai
58 A.Hallen, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3.
59 Djumhur muh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Cet. XI; Bandung: Ilmu,tth)
h.25.
60 Op. Cit., 113.
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pemberi layanan kepada masyarakat agar menciptakan rumah tangga yang baik sesuai
dengan tuntunan Islam.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan penyuluhan
tentang keluarga sangatlah penting ditanamkan kepada masyarakat, agar kehidupan
keluarga menjadi harmonis dan tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah
tanggasehingga menimbulkan perceraian yang merupakan yang halal namun sangat
dibenci oleh Allah SWT.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat ditarik
sebuah benang merah sebagai kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan KDRT
diantaranya ada faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang
rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua
belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga.
2. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga  pasal 5 bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam
rumah tangga adalah :
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi tindak
KDRT yang mengakibatkan perceraian adalah mempermudah pernikahan dan
mempersulit perceraian dengan cara menggali penyebab terjadinya
percekcocokan sehingga diperoleh bahwa pernikahan tersebut tidak harmonis lagi
dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan upaya yang lai ditempuh adalah
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melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana membangun keluarga
yang sakinah, waddah dan rahmah. Dengan cara ini dapat mengurangi tindak
KDRT
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat penulis
sampaikan adalah:
1. Bagi masyarakat Khususnya Kecamatan Lau hendaknya memiliki
kesadaran penuh untuk tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah
tangga khususnya bagi laki-laki (suami) dan menyadari dampak yang
ditimbulkan hasil perbuatan KDRT.
2. Bagi pemerintah dan penegak hukum dinegara ini hendaknya tidak jemu-
jemu dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat akan
pentingnya membangun keluarga yang sakinah, waddah dan rahmah
sehingga dapat meminimalisir jumlah perceraian khususnya perceraian
akibat KDRT
70
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqh Munakahat 1. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia,
1999.
Al Munawar, Said Ali Husain. Problematika Hukum Keluarga Islam. Jakarta:
Kencana, 2010.
Ashgar, Ali. Hak-hak Perempuan Dalam Islam. Jakarta: LSPPA, 1994
Batubara, Chuzamah. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Pelangi Aksara,2002.
Basyir, Ahmad azhar. Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2000.
Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem
Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Departemen Agama RI. Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta Timur: CV.
Pustaka Al-Kautsar, 2009.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 1; Jakarta:
Balai pustaka, 2002.
Esterberg. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jogyakarta: Bumi
Aksara, 2002.
Fatimah. Setara dihadapan Tuhan Tentang Relasi Perempuan dengan Laki-laki
dalam Tradisi Islam Pasca Partiarkhi. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat .Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Penelitian. Jogyakarta: Pustaka Pelopor.
Hadiati, moerto soeroso. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis. Cet. 1; jaklartya: sinar grafika, 2010.
Hallen A. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Cet. 2; Jakarta: Siraja,
2006.
Himyun, Syuri. Segi Tiga Emas Keluarga. Jakarta: Gedung Persada Press Jakarta,
2010.
Latif, Djamal. Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia. Jakarta: Ghalia indonesia,
1982.
71
Ma’ruf M. Hukum Perkawinan dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Rajawali Press,
1990.
Mansoer, fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: pustaka
pelajar, 1996.
Manah, Abdul dan Kamil, Ahmad. Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Kepanitraan. Jakarta: Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Mahkama Agung Republik Indonesia, 2007.
Marcoes. Kekerasa Terhadap Perempuan. Jakarta: Mitra, 2004.
Muhammad Surya, Djumer. Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah. Bandung: Ilmu,
tth.
Nelson, Noelle. Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan
dalam Rumah Tangga. Jakarta:  gramedia, 2006.
Pengadilan Agama Maros. Laporan Tahunan 2011. Makassar: PA Maros, 2011.
Poerwardi, kristi. Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Dalam Buku
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Bandung: Alumni, 2000.
Safiuddin. Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer. Jakarta
Intermedia, 2004.
Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Bandung: Inter Masa, 1987.
Soeroso, Moesti Hadiati. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis
Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Subhan, zaitunah. Menggagas Fiqih Pemerdayaan Perempuan. Jakarta: El-Kahfi,
2008.
Suaedy, Ahmad. Dekonstruksi syari’ah. Jakarta: LKIS, 1994.
Thalib, muhammad. Manajemen keluarga sakinah. Yogyakarta: pro-U, 2007.
Tim Redaksi Aulia. Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun
1974 Tentang perkawinan. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet. 1;
Jakarta: Kencana, 2004.
Zuhdi, Fasjfuk. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. Jakarta: Haji
Masagung, 1994.
